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A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI 

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL 

   Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib 

memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam 

rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pentingnya 

peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam 

memberikan pelayanan dan pemberian informasi. PPID berperan dalam 

memenuhi kebutuhan publik, baik secara langsung atau tatap muka, serta 

secara online untuk menjamin informasi publik. Cara ini dirancang untuk 

memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.  

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas  adalah dengan 

terus melakukan sosialisasi dan pelatihan penguasaan dari sistem aplikasi 

yang disediakan. Era keterbukaan informasi saat ini, publik semakin pintar 

dan bijak dalam menggunakan informasi, terutama dalam kaitannya untuk 

ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Publik menginginkan adanya 

pemerintahan yang transparan, yang menekankan adanya keterbukaan 

informasi dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, pemerintah juga 

memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, 

agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap 

mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. 

Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh 

informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut 

melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP). 

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik 

untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. 

Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan 

sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-

sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi 

informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian 

hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan 

yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu. 



Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul berkomitmen untuk memberikan 

layanan PPID sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang KIP, 

meskipun dalam keterbatasan personil di Stewan Bantul, PPID tetap dilayani 

sebagaimana hak masyarakat untuk mengetahui informasi tentang 

pemerintahan, tentunya dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KIP.  

 

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta 

kondisinya. 

Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana SEKRETARIAT DPRD 

 Kabupaten Bantul masih menjadi satu dengan ruang pelayanan Bagian 

Umum Sekretariat DPRD tepatnya pada subbagian Humas, Protokol 

dan Publikasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul memiliki meja Front 

office yang berada di Lobi Gedung DPRD Kabupaten Bantul, pemohon 

PPID manual akan diterima oleh petugas Front Office lalu akan 

diarahkan ke Bagian Umum pada subbagian Humas Protokol dan 

Publikasi. 

Pada layanan online, pelayanan PPID dilayani dengan berbagai media 

online, seperti media sosial DPRD Kabupaten Bantul yang terdiri dari IG 

Youtube dan Facebook. Permohonan data informasi oleh pemohon akan 

dipenuhi dan diberikan melalui media yang digunakan oleh pemohon. 

Selain media sosial, layanan online pelayanan data oleh sekretariat 

DPRD Kabupaten Bantuul dilayani dengan Nomor WA operator Humas 

Protokol sekretariat DPRD Kabupaten Bantul 

https://bit.ly/Humas_DPRD_Bantul. Permintaan informasi publik di 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2022 seputar peraturan 

daerah tentang DPRD dan agenda kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Bantul.  

Selain warga masyarakat kabupaten Bantul yang menanyakan informasi 

DPRD Kabupaten Bantul dan informasi kegiatan di sekretariat DPRD 

Kabupaten Bantul, DPRD Kabupaten Bantul juga melayani permintaan 

Data oleh DPRD dari Kabupaten/Kota Lain yang ingin sharing perihal 

pemerintahan kepada  DPRD Kabupaten Bantul. Pada tahun 2022 

https://bit.ly/Humas_DPRD_Bantul


Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menerima 893 kunjungan 

dengantotal peserta berkisar 12.909 peserta. Menurut data yang 

terekam dalam formulir kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bantul. 

Beberapa informasi yang sering diminta tentang Renja DPRD,  

Jadwal Agenda DPRD yang tertuang dalam Banmus dan Laporan 

Kinerja DPRD Kabupaten Bantul. 

 

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik 

beserta kualifikasinya. 

Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID 

Pelaksana SEKRETARIAT DPRD,  Kabupaten Bantul ada 5 (lima) 

orang dengan kualifikasi berpendidikan 4 (empat) orang sarjana, 1 

(satu) orang Pasca Sarjana. Personil tersebut terbagi dalam 2 (dua) 

orang yang bertugas sebagai Front Office yang akan mengarahkan 

pemohon informasi ke petugas dalam dan 3 (tiga) orang di subagian 

Humas protokol dan Publikasi bertugas memberikan informasi yang 

dikehendaki oleh masyarakat. 

Dalam memenuhi kebutuhan informasi, petugas dari subagian humas 

protokol dan publikasi bekerjasama dengan bagian-bagian yang ada di 

sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, sesuai dengan bidang informasi 

yang dikehendaki oleh masyarakat. 

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya. 

Kegiatan PPID Pelaksana SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Tahun 

Anggaran 2022 dianggarkan secara khusus, pelaksanaan 

 kegiatan PPID masuk dalam kegiatan kehumasan.  

Pelaksanaan kegiatan PPID di sekretariat DPRD kabupaten Bantul 

tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat melalui 

permohonan resmi, namum sekretariat DPRD juga melaksanakan 

Publikasi terhadap berbagai informasi yang dipandang merupakan 

kebutuhan publik.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Publikasi kegiatan Pimpinan DPRD di Media Cetak. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Publikasi Kegiatan Komisi A DPRD Kabupaten Bantul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Publikasi Kegiatan Komisi B DPRD Kabupaten Bantul 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 Publikasi Komisi C DPRD Kabupaten Bantul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 Publikasi Kegiatan Komisi D DPRD KAbupaten Bantul 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 Publikasi Propemperda DPRD KAbupaten Bantul 
 

Publikasi terhadap informasi DPRD Kabupaten Bantul tidak sebatas pada 

media Cetak saja, namun Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga 

mempublikasikan informasi-informasi yang dipandang dibutuhkan oleh 

masyarakat melalui media elektronik Radio dan televisi.  

 

Gambar 7 Publikasi Media Televisi untuk Pimpinan DPRD 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Publikasi Media Televisi untuk Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bantul 



Dalam kegiatan publikasi melalui media elektronik, masyarakat memiliki 

kesempatan untuk menanyakan langsung kepada Wakil Rakyat atau 

anggota DPRD Kabupaten Bantul tentang hal-hal yang ingin diketahui oleh 

masyarakat. Sebagai pendukung kegiatan tersebut dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi PPublik, 

sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga menguundang dinas terkait 

dengan materi yang diinginkan, sehingga masyarakat dapat langsung 

mendalami permasalah sesuai dengan tema diskusi.  

Sekeretariat DPRD Kabupaten Bantul bertekad membetikan pelayanan 

keterbukaan informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat di 

Kabupaten Bantul, khususnya atau masyarakat Indnesia pada umumnya. 

Selain media cetak dan media elektronik lokal, sekretariat DPRD 

Kabupaten Bantul melalui kegiatan kehumasan juga mempublikasikan 

informasi-informasi publik melalui media online.  

Berikut beberapa contoh publikasi oleh sekretariat DPRD Kabupaten 

Bantul untuk masyarakat pengguna jaringan internet.  

https://radarjogja.jawapos.com/bantul/2022/09/29/fokus-apbd-2023-untuk-pemulihan-ekonomi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://radarjogja.jawapos.com/bantul/2022/09/29/fokus-apbd-2023-untuk-pemulihan-ekonomi/


C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  

1 Jumlah permohonan informasi publik 5 

2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap 

permohonan informasi publik dengan klasifikasi 

tertentu 

15-20 mnt 

3 Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan 

baik sebagian atau seluruhnya 

5 

4 Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak 

beserta alasannya 

- 

 

Permohonan informasi publik di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul 

dapat terlayani dengan baik, masyarakat yang meminta informasi 

tersebut dapat menerima layanan dengan baik dengan waktu yang 

cukup singkat.  

Beberapa informasi yang diinginkan masyarakat dapat segera 

dipenuhi karena pada dasarnya data tersebut sudah disedialan melalui 

fasilitas online, namun karena ketidaktahuan maka beberapa 

masyarakat mendatangi langsung kantor sekretariat DPRD Kabupaten 

Bantul.  

Selain masyarakat yang mnginginkan informasi secara langsung ke 

sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bantul juga melayani permintaan informasi melalui akun media sosial 

DPRD Kabupaten Bantul. Beberapa permintaan juga dapat kami 

berikan sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Tidak hanya 

masyarakat kabupaten Bantul, pemohon informasi juga berasal dari 

DPRD Kabupaten/Kota diluar DIY.  

 

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 

1 Jumlah keberatan yang diterima 0  Pengajuan 

2 Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan 

pelaksanaannya oleh badan publik 

0 Tanggapan 

3 Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke 

Komisi Informasi yang berwenang 

0 Permohonan 



4 Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi 

Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh 

badan publik 

0 Putusan 

5 Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan 0 Gugatan 

6 Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh 

badan publik 

0 Putusan 

 

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN 

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

1. Kendala eksternal 

• Kendala eksternal yang dihadapi adalah masih minimnya pemohon 

informasi di SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Bantul, dikarenakan 

PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Minat masyarakat 

untuk mencari informasi publik di DPRD Kabupaten Bantul belum 

maksimal. Saat ini permintaan informasi banyak diminta oleh antar 

Lembaga DPRD dari luar daerah Kabupaten Bantul.  

• Pemohon informasi di era saat ini lebih menginginkan informasi 

secara cepat dan langsung dilayani tidak dengan jeda waktu yang 

lama. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul mencoba untuk 

mempublikasikan segala informasi yang berhak di akses oleh 

Masyarakat luas, disamping media sosial, subdomain DPRD, 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga mengembangkan aplikasi 

jarimas sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi publik di 

DPRD Kabupaten Bantul. 

2. Kendala internal 

• Keterbatasan SDM pada SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Bantul 

sehingga respon tentang PPID belum maksimal. 

• Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi 

(tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang 

diharuskan untuk menjalankan tusi utama sehingga tugas di PPID 

seringkali terabaikan. 

 



F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK. 

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan 

rencana tindak lanjut sebagai berikut:  

a) Perlu adanya petugas khusus untuk menangani permintaan 

informasi publik ke DPRD Kabupaten Bantul.  

b) Memperbanyak media informasi yang akan disampaikan 

 kepada publik meskipun belum ada permintaan dari publik 

c) Memiliki ruang / desk pelayanan informasi tersendiri untuk 

pelayanan PPID. 

 

Bantul, 29 Januari 2023 
PPID Pelaksana 

 

 

PRAPTANUGRAHA, S.SOS., MH. 
NIP.197112171991011001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD       

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 

 
 

N0. KEGIATAN PELAKSANAAN 

1 Mengelola konten website PPID Januari – Desember 
 

2 Menerima permintaan informasi manual  Januari – Desember 
 

3 Rapat Koordinasi penerimaan permohonan informasi  Januari – Desember 
 

4 Koordinasi pengelolaan website Januari – Desember 
 

5 Rapat-rapat penerimaan audiensi masyarakat Januari – Desember 
 

6 Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi 
(LLID) 

Januari 2023 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


